BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk
membuat akta maupun mencatat berbagai transaksi penting. Hal ini
membuat Menkumham RI selaku pembina dan pengawas Notaris
mengeluarkan peraturan khusus terkait PMPJ bagi Notaris, yaitu Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi
Notaris (Permenkumham 9/2017). Sosialisasi telah dilakukan termasuk bagi
Notaris di Kabupaten Garut. Peran serta dan tanggung jawab Notaris
Kabupaten Garut diwujudkan dengan melaksanakan PMPJ dengan
melakukan prosedur secara pasif dan formal, dengan cara memberikan form
kuesioner PMPJ kepada Klien untuk diisi, serta menyimpan dokumen form
kuesioner Klien. Selain itu, Notaris wajib melakukan pengisian laporan di
aplikasi GoAML apabila ditemukan adanya Klien yang ditenggarai
termasuk dalam kategori berisiko tinggi (high risk). Pelaksanaan ini
diharapkan dapat membuat Notaris terlindungi dari Klien yang terindikasi
melakukan TPPU sehingga menghindari anggapan keterlibatan Notaris
dalam kasus TPPU.

Efektivitas Permenkumham 9/2017 dilihat dari kegiatan sosialisasi
dan penerapan prosedur maupun pelaporan PMPJ bagi Notaris Kabupaten
Garut. Sosialisasi telah dilaksanakan oleh Kanwil Jabar, PPATK, dan
Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Garut. Penerapan dan
pengawasan pun telah dilakukan secara rutin oleh Pengurus Daerah
Kabupaten Garut hingga mendapatkan penghargaan. Mayoritas Notaris
telah melaksanakan PMPJ sejak diundangkannya Permenkumham 9/2017,
namun belum optimal karena Notaris dalam melaksanakan PMPJ belum

sepenuhnya memahami manfaat dari prosedur dan pelaporan PMPJ. Notaris
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hanya mematuhi peraturan saja sebatas kepatuhan menegakkan peraturan

secara formal, sedangkan Notaris itu sendiri tidak mengetahui pentingnya

pelaksanaan prosedur PMPJ bagi dirinya sendiri dan negara sebagai

antisipasi TPPU.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis

uraikan di atas, selanjutnya penulis akan mengajukan saran-saran yang

diharapkan dapat digunakan dan berguna sebagai pertimbangan untuk

mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan efektivitas

Permenkumham 9/2017 sebagai antisipasi pencegahan tindak pidana

pencucian uang bagi Notaris :

1.

Sosialisasi mengenai pentingnya dan manfaat dari pelaksanaan
PMPJ bagi profesi Notaris harus dilaksanakan secara rutin
mengenai pendalaman materi manfaat agar Notaris di
Kabupaten Garut melaksanakan PMPJ secara maksimal.
Membuat peraturan khusus mengenai batas rahasia Klien yang
dapat disebarluaskan dan yang wajib dirahasiakan bagi Notaris
dalam  melaksanakan hubungan wusaha dengan tetap
melaksanakan PMPJ.

Memberikan sanksi yang tegas bagi Notaris yang tidak
melaksanakan PMPJ secara optimal agar para Notaris dapat
lebih memahami dan mengetahui pentingnya Notaris dalam
melaksanakan PMPJ.

Mempermudah proses pelaporan melalui aplikasi GoAML
dengan diperbaharui aplikasinya karena Notaris seringkali
kesulitan dalam mengakses aplikasi GOAML untuk pelaporan

PMP]J.
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